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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Manajemen Risiko
Dana Pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya ini
adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana
manajemen risiko dana pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra?,
(2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap manajemen risiko dana pensiun
Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data-data yang telah
ditemukan kemudian dianalisis dengan metode induktif; yaitu dipergunakan untuk
mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang manajemen risiko dana
pensiun Syariah di Bisnis Jasa Keuangan Syariah Alhambra yang bersifat khusus
untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dan selanjutnya dianalisa
dengan metode verifikatif analisis, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau
kenyataan, setelah mengetahui gambaran risiko-risiko dana pensiun Syariah di
Bisnis Jasa Keuangan Syariah (BJKS) Alhambra kemudian dianalisis apakah
penerapan tersebut sesuai dengan Syariah Islam yang ada.

Kesimpulannya bahwa manajemen risiko dana pensiun yang dilakukan BJKS
Alhambra adalah: mengidentifikasi nisiko, melakukan pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko antara lain deugan cara pecambahan modal, lindung nilai, dar
texnik mtigasi risiko lainnya.

Kerugian yang terjadi dalsm pengelolasn dara persin yvang scpeanvhmyva
ditanggung oleh BJKS Alhambra diperbolehkasn dalam Isiam, mengingat tujuan
mudarib adalah menolong sesama untuk mewujudkan kesejahteraan ummat. Bahkan
BJKS Alhambra dengan rela menanggung kerugian tersebut untuk kemaslahatan
para peserta, tetapi juga tidak menimbulkan kemadaratan untuk perusahaan sendiri.
Kemaslahatan para peserta tersebut bersifat daruri atau pokok, yaitu kemaslahatan
yang didasarkan pada magasidus syariah, yaitu memelihara harta. Artinya bahwa
BJKS Alhambra berusaha menjaga amanah para peserta dana pensiun yang telah
menyimpan uangnya untuk bekal masa tua mereka.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk melindungi dan menjamin hak
semua ihak terpenuhi, maka disarankan agar dalam bertransaksi dana pensun Syariah
di BJKS Alhambra harus jujur dan adil. Dan karena dana pensiun sangat rentan
dengan berbagai macam risiko, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal,
diharapkan kepada BJKS Alhambra untuk mengimplementasikan manajemen risiko
secara efektif dan menetapkan kebijakan terhadap seluruh aktivitas pengambilan
risiko secara jelas, khususnya mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
untuk seluruh lapisan organisasi yang terkait dengan manajemen risiko.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memperoleh uang pensiun setelah purna tugas merupakan harapan yang
ideal bagi setiap pekerja. Apalagi setelah sekian tahun mencurahkan tenaga,
waktu dan pikirannya bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan tempatnya
bekerja, dan wajar kiranya saat usianya sudah lanjut dan tidak produktif lagi
perusahaannya masih mengingat jasanya dalam bentuk pemberian pensiun. Al-
Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang
lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai
sebagai pentingnva pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok Hal ini
sungal penling. mengingat seteizh pensiun manusia masih memiliki kebutuhan
dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika sescorang
memasuki masa pensiun, masih memiliki sumber pendapatan.

Bisnis Jasa Keuangan Syariah (BJKS) Alhambra, mendirikan sebuah
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan penyelenggara
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada tanggal 10 Maret 2008 untuk
memberikan solusi kepada para pekerja agar dapat menyiapkan masa pensiun

mereka dengan lebih baik yaitu dengan mengikuti program saving plann.

! Profile Company BJKS Alhambra, (Surabaya, tt), 2



Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Alhambra adalah Dana Pesiun
yang dikelola dan dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah, yakni didasarkan
pada kaidah a/ mudarabah. Berdasarkan prinsip ini Dana Pensiun Lembaga
Keuangan Alhambra akan berfungsi sebagai mitra dengan peserta dana pensiun.
Dalam hal ini, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra bertindak sebagai
mugarib (pengelola), sedangkan peserta dana pensiun sebagai sahibul mal
(penyandang dana).

Filosofi dasar dari mudarabeh adalah untuk menyatukan capital dengan
labour (Skill dan enterprencur) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem
konvensional. Dalam mudarabak akan tampak jelas sifat dan semangat
kebersemaan daa -keadilan. Hal ini - terbukti - melalui kebersaisaan dalam
menanggung risikc kerugian yang dialami provek dan membagikan kemntungan
pada wakiu ekonomi sedang booming

BJKS Alhambra sebagai penyelenggara Program Dana Pensiun Iuran
Pasti memiliki manfaat pensiun yang dapat dinikmati baik oleh peserta maupun
ahli waris antara lain :

1) Pensiun Hari Tua (PHT), dibayarkan pada usia Pensiun Normal (antara usia
45 sampai dengan 65 tahun)
2) Pensiun Dipercepat, dibayarkan saat usia peserta mencapai sekurang-

kurangnya 10 tahun dari usia Pensiun Normal

2 Karnaen Perwataatmadja, “Apa dan Bagaimana Baunk Islam” (Jogjakarta: Dana Bakti Primayasa
1999), 12



3) Pensiun Ditunda, apabila peserta berhenti membayar iuran selama sebelum
mencapai usia pensiun, dan pembayaran dapat dilakukan secepatnya mulai 10
tahun sebelum usia Pensiun Normal

4) Pensiun Cacat, dibayarkan apabila peserta menderita cacat schingga tidak
mampu bekerja lagi.

Sedangkan untuk produk yang dijual ada dua jenis produk, yaitu:

a. Pensiun Amanah
Produk Pensiun Amanah adalah produk BJKS Alhambra dengan program
iuran pasti, dimana dengan produk ini peserta akan mendapat manfaat
pensiun sebesar total iuran ditambah dengan hasil pengembangan. Adapun
besarnya hasii pengembangan sesuai dengan jenis investasi yang dipilih.

b Persiun Wasiat
Apabila Peserta ditakdirken meninggal dunia sebelum usia pensiun (selama
masa kepesertaan maka ahli waris peserta akan mendapat manfaat pensiun
sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati di awal). Apabila Peserta
mencapai usia pensiun, maka manfaat pensiun yang akan diterima adalah
sebesar total iuran ditambah dengan hasil pengembangan.’

Sebagai lembaga dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun,

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra terikat kepada kewajiban dan

amanah untuk setiap saat dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun bagi

3 Profile Company BJKS Alhambra., 3



para pensiunan dengan tepat jumlah, tepat waktu dan kepada pihak yang tepat
pula.

Fungsi penerimaan dana (iuran) dari dan untuk para peserta pekerja aktif
dan fungsi pembayaran dana (manfaat pensiun) kepada para pensiunan membawa
dampak adanya keharusan bagi lembaga dana pensiun untuk mampu mengelola
sejumlah dana yang terhimpun dengan baik. Disamping itu, lembaga dana
pensiun juga berkewajiban untuk mengusahakan kecukupan dana, dan untuk itu
harus dilakukan upaya maksimal untuk mendapatkan sumber dana yang lain,
berupa hasil pengembangan dari himpunan dana yang telah ada.

Dengan demikian, pengelolaan dana oleh Dana Pensiun Lembaga
Keuangan © Alhambia“ sclalu’ dan ‘setiap ‘saat dihadapkan ~pada beberapa
kepentingan vang harus dipenuhi dengan baik, vaite menerima dana dari Peserta
dan Pemberi Kerja dalam jumlah dan perhitungan yang benar seria tepat waktu,
membayarkan Manfaat Pensiun dan kewajiban iainnya dengan baik dan sesuai
dengan perhitungan yang ditetapkan dan memperoleh hasil pengembangan yang
setinggi-tingginya atas himpunan dana yang dikelola.

Tiga kepentingan tersebut tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan
terjadinya risiko, seperti halnya risiko investasi, yaitu potensi terjadinya
kerugian yang diderita oleh lembaga dana pensiun akibat dari dana yang

diinvestasikan baik itu dalam bentuk deposito, surat berharga ataupun
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reksandana. Sedangkan lembaga dana pensiun harus senantiasa menjaga
likuiditas dana yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek.*

Konsep mudarabah dalam Islam lebih mengedepankan keadilan, yakni
jika dalam pengembangan simpanan dana pensiun tersebut mendapat keuntungan,
maka keuntungan tersebut akan dibagi secara proposional sesuai kesepakatan.
Akan tetapi bilamana dalam investasi tesebut mengalami kerugian maka
kerugian tersebut harusnya dibagi bersama secara proporsional antara peserta
dana pensiun dan pihak pengelola (BJKS Alhambra). Akan tetapi tidak demikian
dalam BJKS Alhambra, kerugian yang diderita akibat investasi tersebut
sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengelola. Ini sangat tidak sesuai
dengan konsep bagi hasil dalam Islam. Karena pada priasipnya konsep bagi hasii
dalam Islam bahwz uniung ataupun ruginva suatu usaha merupaksn tanggung
jawab kedua belah pihak.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji tentang
penanggung jawab risiko dana pensiun syari’ah dari sudut pandang hukum Islam.
Karena pada intinya, sesuatu yang dilarang oleh Islam adalah selalu cenderung

mendatangkan kerugian atau madarat.

4 “Pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007”, dalam http://www.perhutani.com, 23
Febriari 2011




B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa
masalah-masalah yang ada pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Alhambra adalah:
a) Sistem pengelolaan manajemen risiko dana pensiun syari’ah di Bisnis
Jasa Keuangan Syari’ah (BJKS) Alhambra.
b) Produk-produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra.
c) Tanggung jawab risiko dana pensiun syari’ah di Bisnis Jasa Keuangan
Syari’ah Alhambra.
2. Batasan Masalah
Pembatasan masalah vang skan dibshas pada pevelitian ini sdalab
hanya terkait dengan dana pensiun syari’gh di Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah
Alhambra, dalam hal ini adalah:
a) Sistem pengelolaan manajemen risiko dana pensiun syari’ah di Bisnis
Jasa Keuangan Syari’ah (BJKS) Alhambra.
b) Akad yang digunakan dalam transaksi dana pensiun syari’ah, dalam hal
ini akad mudarabah (bagi hasil dan bagi risiko). Bagaimana telaah konsep
bagi risiko dalam Islam kaitannya dengan risiko yang ada pada transaksi

di dana pensiun Alhambra.
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C. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan
permasalahan sebai berikut:
1. Bagaimana manajemen risiko dana pensiun syari’ah di Bisnis Jasa Keuangan
Syari’ah Alhambra?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap manajemen risiko dana pensiun

syari’ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah Alhambra?

D. Kajian Pustaka

Masalah dana pensiun syari’ah sesungguhnya telah banyak dibahas olch
cendekiawan, ilmuwan dan lainnya. Hanya saja permasalahan yang diieliti
berbeda-beda sesuai dengan perdekatan yang digunakarn.

Dalam buku yang berjudul ™ Bank dan Lembaga Keusagan Sysriah™
karangan Andi Soemitra, dijelaskan bahwa Dana Pensiun Syari’ah adalah dana
pensiun yag dikelola dan dijlankan berdasarkan prinsip syari’ah. Adapun jenis
danapensiun ada dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana
pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Pada prinsipnya dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai
bentuk, seperti saham, obligasi, instrumen pasa uang, kontrak anuitas grup,

deposito, reksadana dan lain-lain.’

5 Andi Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ali’ (Jakarta: Kencana, 2009), 293-297



Buku  karangan Kadarisman dan Sari Wahyuni yang
berjudul "Manajemen Dana Pensiun Indonesid®, lebih difokuskan pada
penjelasan tentang pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja, meliputi asset dan
liability manajemen program pensiun, penetapan dan pengndalian risiko dana
pensiun, strategi dan kualitas pendanaan program pensiun, serta tantangan-
tantangan yang diadapi dalan dana pensiun.

Dalam risiko dana pensiun, penyandang risiko pada DPPK yang
melaksanakan PPMP adalah ~ pemberi kerja. Risiko-risiko tersebut
dikelompokkan dalam empat macam, yaitu: risiko kewajiban (risiko aktuaria),
risiko finansial, risiko investasi, dan risiko penyelenggaraan.®

Dalam buku panduan Dana Pensiun Perhutani yang berjudul " Pedoman
Pengelolaan Risikc™. dijelaskar bahwa risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun
pads dasammya dapat diartiken sebagai: kemungkiran aslau patens terjadicva
kerugian atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, terhadap kepentingan Dana
Pensiun. Dan risiko tersebut dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu risiko aktuaria,
risiko pendanaan, risiko investasi dan risiko tata kelola.’

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Jihan Afif mahasiswa IAIN
Sunan Ampel Surabaya, Fakutas Syariah dengan judul Skripsi “Perspektif
Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Syari’ah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”. Untuk menjawab bagaimana

¢ Kadarisman dan Sari Wahyuni, “Mansjemen Dana Pensiun Indonesis’ (Jakarta: Mediantara
Semesta, 2010), 72

7 “Pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007”, dalam http;//www.perhutani.com, 23
Februari 2011



kerangka operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah di PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk.?, dan menjawab bagaimana tinjaun hukum Islam
terhadap pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah di PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk.?

Dengan hasil penelitian bahwa operasional Dana Pensiun Lembaga
keuangan syariah PT. Bank Muamalat. Tbk. Adalah bentuk usaha kerjasama
antara nasabah dan investor yang dikelola oleh PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk. dengan menjalankan sistem mudarabah kedalam bentuk Deposito
Mudarabah Mutlagah yaitu kerjasama antara pemilik dana (sahibu/ mal) dengan
seorang yang akan mengelola dana tersebut (/mudarib) dengan pembagian bagi
hasil. Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuvangan Svariah di Bank Muamaiat
Indonesia juga diperbolehkan karena peageiolaannya sudah sesuai dengan syarat
dan ketentvan sistem mudsrabad dalam pemberiar “bagi hasil® dar delsm
pembagiannya nasabah sudah diberi tahu diawal scbelum berinvestas:.*

Dari buku dan penelitian yang sudah ada tentunya berbeda dengan
penelitian yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada
persoalan risiko-risiko yang ada pada dana pensiun dan siapa yang bertanggung
jawab atas terjadinya risiko-risiko tersebut. Dan bagaimana pula hukum Islam

menanggapi persoalan itu.

8 Jihan Afif adalah lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah tahun 2009, dengan judul
skripsi “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BJKS)
Syari’ah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ".
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E. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang

akan dibahas adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen risiko dana pensiun syari’ah di Bisnis Jasa

Keuangan Syari’ah Alhambra.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap manajemen risiko dana

pensiun syari’ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah Alhambra.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah

agar bermanfaat untuk:

1.

Secara teoritis

a) Dapa: dijadikan landasan untuk mempcriava wacana hukur Islam
tentang permasalahan dana pensiun syari’ah.

b) Referensi bagi mahasiswa dalam mengkaji permasealahan yang berkaitan
dengan dana pensiun syari’ah.

Secara Praktis

Pedoman bagi para praktisi agar dalam bertransaksi dana pensiun syari’ah

lebih berhati-hati dan lebih amanah dalam memilih investasi, agar iuran para

peserta dana pensiun lebih aman.
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G. Definisi Operasioanal
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, perlu ada definisi
operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan
judul di atas, yaitu:

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan,
berdasarkan al-Qur’an dan As-Sunnah.’

2. Manajemen: Suatu proses yang terdiri dari kegiatan seperti perencanaan,
pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang
dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.'”

Risiko: merupakan kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian yang

!‘5

aksm diderits atau dialami dalan melaksanaken suatu usuha atan altiviias "'
4. Dana Pensiun: badan hukum vang mengelola dan mcnjalankan progrem varg
menjanjikan manfaat pensiun."?
Dengan demikian definisi operasional judul ini sebagai berikut: Analisis
Hukum Islam terhadap manajemen risiko dana pensiun syari’ah di Bisnis Jasa
Keuangan Syari’ah Alhambra adalah: Pihak yang bertanggung jawab atas risiko

kerugian dalam mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat

® Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesis, Jilid III, Jakarta, Balai
Pustaka, 2002, h. 411

19 Yani Mulyaningsih, http:/www.revolsirait.com, 20 Juli 2011

! pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007”, dalam http://www.perhutani.com, 23
Februari 2011

12 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
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pensiun, yag kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep mugdarabah dan

maslahah mursalah.

H. Metode Penelitian
Agar dalam penulisan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal,
dibutuhkan sebuah metode dalam penulisannya, yaitu:
1. Data yang dihimpun
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun data yang
dihimpun adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai sejarah Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah (BJKS) Alhambra,
vis, wisi, sirukiur ‘organisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Alhambra. dan proses atau pengcioizan BIKS Alhambra besena nroduk-
produknya.

b. Data mengenai investasi dana pensiun syari’ah scrta pengclolaan
risikonya.

2. Sumber data
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, sumber data yang
penulis gunakan adalah:
a. Sumber data primer
Data yang diperoleh dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Alhambra yang berupa:



1) Hasil wawancara dengan direktur, kepala seksi operasional dan umum,
customer servise, dan peserta dana pensiun BJKS Alhambra.

2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana pensiun syari’ah,
baik itu berupa buku, artikel, dan dokumen lainnya dari Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Alhambra.

. Sumber sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil

dari buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,

meliputi:

1) Andi Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syari‘ah” (Jakarta:
Kencana, 2009)

2) Adiwarinan” Karim, “Bank  Islam. " Analisis ' Figih' dan " Keuangan™
(Jakurta: Rajawali, 2008)

3)Kadarisman dap Sari Wahyuni. ~Maasiemes Dsas Peosino
Indonesia” (Jakarta: Mediantara Semesta, 2010), 72

4) Kamaen Perwataatmadja, “Aps dan Bagaimana Bank Islam”
(Jogjakarta: Dana Bakti Primayasa 1999),

5) Muhammad Syafi’l Antonio, "Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek’
(Jakarta: Gema Insani, 2001)

6) Wahbah az-Zuhayliy, a/-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-
Fikr, 1989)

7) Dan lain-lain.



3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan
untuk menggali data dari lapangan adalah:

a. Teknik wawancafa (interview), yaitu mengadakan komunikasi langsung
dan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data
tentang transaksi dan penanggung jawab risiko kerugian dalam dana
pensiun syari’ah di BJKS Alhambra.

b. Pengamatan (Observasi), yaitu mengumpulkan data dan informasi
dengan cara mengamati langsung pada kegiatan atau pekerjaan yang
dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan sehingga diperoleh
kebenaran data tenlang transaksi dan penanggung jawab risiko kerugian
dalam dana pensian svari’ah ¢i BJKS Alhambra

c Teknikdokm:em&yai!umpenggﬂmdaztmw
masalah yang diinginkan melalui cara pemahaman serta penelitian
tethadap data yang berada pada dokumentasi-dokumentas; yang dimiliki
oleh Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah Alhambra dan beberapa buku yang
ada hubunganya dengan permasalahan di atas.

4. Teknik pengolahan data
Setelah melalui proses pengumpulan data dari lapangan dilakukan,
maka data diolah dengan cara mengedit, memberi kode, dan

mengkategorisasi data.
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5. Teknik analisis data
Untuk menganalisis data-data yang diperoleh digunakan pola pikir
sebagai berikut:

a. Induktif dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil
penelitian tentang penanggung jawab risiko dana pensiun syari’ah di
Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah (BJKS) Alhambra yang bersifat khusus
untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Verifikatif analisis, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau
kenyataan, setelah mengetahui gambaran risiko-risiko dana pensiun
syari’ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah (BJKS) Alhambra kemudian
dianalisis apakah penerapan tersebut sesuai dengan syari'ah islam yang

ada.
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Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas pada skripsi ini, penulis
akan menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi
ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah uraian pendahuluan yang berfungsi sebagai
pengantar dalam memahami bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sub bab
yang meliput: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan peneltian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka teoritik yang merupakan hasil telaah dari
beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir daiam wmemahami
dan menganalisa fenomena vang ada Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang
mudarabah. melipwti pengertian. rukun dan syarat. jenis-jenis maderabel Scrta
metode ijtihad dan kaidsh figh yang dipakai dalam menganalisa permasalahan ini.

Bab ketiga berisi tentang data yang diperoleh dari penelitian yakni
gambaran umum perusahaan, meliputi: latar belakang berdirinya Bisnis Jasa
Keuangan Syari’ah (BJKS) Alhambra dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(DPLK) Alhambra, lokasi perusahaan, badan hukum perusahaan, struktur
organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk-produk Dana Pensiun

Lembaga Keuangan (DPLK) Alhambra, jenis-jenis risiko Dana Pensiun Syari’ah.
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Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap manajemen
risiko Dana Pensiun Syari’ah di Bisnis Jasa Keuangan Syari’ah Alhambra,
Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terkhir

dari pembahasan skripsi ini.



BABII

MUDARABAH

A. MUDARABAH

1. Pengertian Mudarabah dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata darb, berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses
seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.'®

Pengertian a/-mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua
pikek dimana pikak pertama (sadibw! mai) menyediaksn seluruh ( 1007%)
mocai, sedangkan pthak laiarya vakni meudsib (pecgelola). Keuntungan
mudsrsbab dibagi meourdt kecepabaisn vang Cituangkas dalam koutrak
scdangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sclama kerugian
itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut akibat
dari kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus
bertanggungjawab atas kerugian tersebut.'*

Pendapat yang sama juga diberikan oleh Wahbah az-Zuhaiyli

tentang pengertian mudarabal, yaitu akad kerjasama usaha antara dua

> Muhammad Rawas Qal’'sji dalam Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah dari Teori dan
Praktck, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

18
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pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (sahrbu/
mal) yang menyediakan modal hingga 100%, sedangkan pihak lainnya
sebagai pengelola (mudarib). Untuk keuntungan usaha yang didapatkan
dibagi menurut kesepakatan yang ada dalam kontrak, dan biasanya dalam
bentuk nisbah (prosentase).

Dalam hal kerugian yang terjadi, sahibu/ mal menanggung semua
kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari mudarib.
Sedangkan mudarib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan
waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Tapi jika kerugian
tersebut diakibatkan karena kelalaian mudarib, maka mudarib harus
berianggungjaweb atas kerugian tersebul

Mudarabah dapa: jugs dixtikan sebagsi suatu bentuk kemiiraan
(bubungar berserikat) antare dua pihek. dimana disatu pthak sken -
menyediakan dananya saja (sabibu/ mal), sedangkan di pihak lain
memiliki keahlian dalam melakukan pengelolaan usaha (mudarib). Dalam
perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu
proyek atau usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut
dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak
dibenarkan ikut dalam mengelola usaha, tetapi dibolehkan membuat

usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha mengalami kerugian,

1 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Musmalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224



maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal,
kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau
penyalahgunaan oleh pengusaha, maka kerugian tersebut akan
ditanggung pengelola.
b. Dasar Hukum Mudarabah
Dasar hukum dari akad mudarabah terdapat dalam al Qur’an surat
al Muzammil ayat 20:
BT Yo on 053553 20N § D'l D513
Artinya: “ Dan orang-orang yang berjalan ;11 muka bumi mencari
sebagian karunia Allah SWT.”(QS. al Muzammil: 20)'®
Pada ayat di atas, vang menjadi argument untuk akad mudarabah
adaia® kata ;adrbun vang ssma dengan skar kata mudarabah yang berarti
mclakukas sustu perialsnsn usahz wntuk monceri karonis Aflah SWT da
keuntungan investasinya.
Dalam surat lain yang menjadi dasar hukum akad mudarsbah
adalah:
T J3ad e 13550 o VT 3 T2 Gilall o b 135
Artinya: “ Apabila telah ditunaikan s;lat maka bertebaranlah kamu di

mufgla bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS. al Jumu’ah:
10)

16 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Tejemaknya, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005),
990
7 Ibid, 933
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Artinya: “ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia
Tuhanmu. ”(QS. al Baqarah: 198)'®

Sedangkan yang menjadi dasar hukum mudarabah  dalam
hadis Nabi Muhammad SAW, adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu

Abbas r.a:

t:l 7 ye g0 o ° H S8 7.2 ’: s Ror & P ’ ° ’
> 1 ’;_.Ua.’dl L2 :f[f;ﬂ G o :Je f\:{l\...a.p & 2 s,..\f'p :;.",6))

£ 4 - p ] ’ 2 0 - - - ’ e
W5 4 6,2 4 JE0) Vg 4 WL O 4o JB L7353l JU
ce L A ey T ates it L IO PR S
oyl @ Lo dn Jyu) IS as D Wb Je b abias ob

e

Artinva: “ Dirfwavatkan dari Ibaz Abbas bahwa Sayvidina Abbas bin
Abdul Muzalib jika memberikar dans ke mitra usshanva secara
medarabab isa mcparstlan agar deava tidat  Ghawa
oxcrgurangi lskan. meawuai kmbsh yang berbshaya atao
mcmibeli icrnak.  Jiks memysiabi peratman terscbut, yang
bersangkutan  bertanggung jswab atas dana  iersebud.
Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasululah SAW.
dan Rasulullsh pun membolehkannya. ”(HR. Tabrani)"’

18 Ibid, 48

1 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah, 96



2. Rukun dan Syarat Mudarabah

ulama untuk menentukan sahnya akad tersebut. Rukun-rukun terseb(b}” ibag

menjadi empat macam, yaitu:

a)

b)

Akad mudarabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan

.}'{}’) Qi:

‘Agid atau pelaku (pemilik modal dan pengelola)
Bahwa rukun dalam akad mudarabah pertama adalah ‘agid atau pelaku,
yakni sahibul mal adalah pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik
modal. Sedangkan mudarib adalah pihak kedua yang bertindak sebagai
pelaksana usaha atau amil. Tanpa dua pelaku ini maka akad mudarabah
tidak ada.

Objck mudarabah. vaitu ra’su/ mal (modal) dan pekerjaan

Objck moderapad merupekan kosckvens! logis dzri tindakan yang
dilakukan olch para pelaku Pemilik mods! meavershkan modalnyva
sebagai obyck mudarabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan
kerjanya scbagai obyek mudarabah. Modal yang diserahkan bisa
berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan
kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, se/ling skill,
managemen skill, dan lain-lain.

Sigat (ljab-qabul)

Ijab-gabul merupakan konsekuensi dari prinsip an-faradin minkum (suka

sama suka). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk

P
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mengikatkan diri dalam akad mudarabah. Si pemilik setuju dengan
peranya untuk mengkontribusikan dana. Sementara pengelola pun setuju
dengan peranya untuk mengkontribusikan tenaga dan keahliannya.

d) Nisbah bagi hasil
Nisbah bagi hasil merupakan rukun yang khas dalam akad mudarabah,
yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan
yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang mudarabah. Mudarib
mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sahibul mal mendapat
imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan
mencegah terjadinya persclisihan antara kedua belah pihak mengenai
perabagian keuntungan, ™

Sedangkzn ertuk svarat mudarabeh ulama mengajukan beberape

svaral yang terdapat da'am rukun-rukun iersebut. yuitw

a) Untuk sahibul mal dan mudarib, syarat keduanya adalah cakap dalam
perbuatan hukum dan caksp diangkat sebagai wakil. Karena dalam hal ini
mudarib adalah wakil dari sahibu/ mal untuk mengelola usaha. Untuk
itulah syarat-syarat scorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal

dalam akad mudarabah®

20 Adi Warman Katim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), 205-206
2! Nasrun Haroen, Figh Musmalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 178



b)

d)

Sigat atau ijab-gabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk
menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka
dalam melakukan sebuah kontrak.
Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sahibul mal kepada
mudarib untuk tujuan investasi dalam akad mudarabah. Modal
disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya, dan modal harus disetor
tunai kepada mudarib. Sebagian ulama membolehkan modal berupa
barang inventori maupun aset perdagangan, bahkan mazhab Hambali
membolehkan penyediaan aset non moneter (pesawat, kapal, alat
transport) sebagai modal.
Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau mudarid).
modal harus terscdia cmuk cigunskar dalam bemtuk tuaai 2w act.
Selain ite modal harus diserabkan stau Gibavarksr kepeds madersd den
memungkinkan baginya untuk menggunakannya.
Pekerjaan adalah kontribusi mudarid dalam akad mudarabah yang
disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh sahibul
mal. Pekerjaan dalam kontek ini berhubungan dengan manajemen kontrak
mudarabah. Syarat yang harus dipenuhi adalah:
a. Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha mudarib
sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari niencapai tujuan

kontrak mudarabah yaitu keuntungan.



b. Mudarib tidak boleh menyalahi aturan syari’ah dalam usahanya yang
berhubungan dengan akad mudarabah, serta ia harus mematuhi
syarat-syarat yang ditentukan sahibul mal, sepanjang syarat itu tidak
kontradiktif dengan apa yang ada dalam akad mudarabah.?

¢) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan keuntungan adalah:

a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari
keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan
dituangkan dalam kontrak.

C. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudarid
meagembalikan selurih #22u scbegian mods! kepada sakidei mal™
Bagi untung dan bezi rum mervpakan konsckucas: sogas dan 2had

mudarabah itu sendiri, yang tergolong dalam Lkontrak inveslasi (nafural
uncertainty contracts). Dalam kontrak ini, refurn dan timing cash flow kita
tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua
belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil,
mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan
jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentas, bukan dalam bentuk

nominal rupiah tertentu.

2 Wahbah az-Zuhayliy, A-Figh al-Islami wa Adillatubu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 843-851
2 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 17
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Bila bisnis yang telah disepakati dalam akad mudarabah ini
mengalami kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan pada nisbah,
melainkan pada porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa
nisbahnya disebut nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yaitu karena nisbah
50:50, 60:40, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila
bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-
masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Perbedaan penentuan pembagian keuntungan dan kerugian ini karena
perbedaan kemampuan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak.
Bila untung tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar
apapun keuntungan terjadi, kedua pihak akan sclalu dapat menikmalinya
Tepi bila rugi. kemampuan sabba’ ma’ ani ak mensnggung berugian firancial
tidak sama deagar kemampuar mudant Deagan demikisn kaxreuz kerugin
dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial)
sahibul mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian finansial
ditanggung 100% oleh pihak sahibu/ mal Hal ini berarti mudarib
menanggung kerugian finansial sebesar 0%, karena dalam kontrak ini porsi
modal dari mudarib adalah 0%.

Rugi yang ditanggung mudarib dalam hal kontrak mudarabah ini

adalah sesuai dengan objek yang dikontribusikannya, yaitu berupa hilanghya



kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan usaha

tersebut dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya.

Ketentuan pembagian kerugian sebagaimana dijelaskan di atas itu
hanya berlaku jika kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko
bisnis. Akan tetapi jika kerugian tersebut diakibatkan karena karakter buruk
(character risk) dari mudarib, misalnya karena mudarib lalai, ceroboh atau
melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudarabah, maka sahibul mal
tidak dibebankan atas kerugian tersebut. Dan mudarib harus menanggung
kerugian sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung
jawabnya.

Jika suatu akad mudarabah teiah memecnuti rukun dan syarat
scbazaimana dikemukakan di ates, maka hukem-hukumcya sadalah sebagai
berikog:

a. Modal di tangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama
dengan tindakan secorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat
keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki
pembagian dari keuntungan dagang itu.

b. Apabila akad ini berbentuk mudarabah mutlagah, pekerja bebas

mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana

24 Adi Warman Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Keuangan, 207-209
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saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan
itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan.

c. Pekerja dalam akad mudarabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai
dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja
selama akad mugdarabah berlangsung. Apakah diambilkan dari modal atau
tidak.

d. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal
mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama
itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan

apa-apa.

3. Jenis-ienis Mudarabel

Dmh:ndaxiscgitrmsalsiymgdﬂakukmpuﬂikmm
pengelola, para ulama figh membagi akad mudarabsh menjadi dua jenis yaitu

mudarabah mutlagah dan mudarabah mugayyadab.

8) Mudarabah mutlagah.

Transaksi mudarabah mutlagah adalah bentuk kerjasama antara
sahibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan

figih ulama‘ salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’a/



ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari safibul mal ke mudarib yang
memberi kekuasaan sangat besar.
b) Mudarabah muqgayyadah.
Mudarabah muqayyadah atau disebut istilah restricted
mudaraball specified mudarabah adalah kebalikan dari mudarabah
mutlagah. Dalam hal ini mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha,

waktu, atau tempat usaha.”’

B. Maslahah Mursalsh
1. Pegertian mas/ahah mursalah
Naslahal mursalah menurut jfugat terdiri dari dua kata, yaitu
roasishal den muassiah Kata ma</ahah beiasal dari kata kerja bahasa aab

YEUE aieas —lmio -»‘ 2. —=o yang beratti sesamu yang meadatangian

kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan

schingga menjadi isim maf’ul, yaitu: jw, - Yo ,l - Jup - ju 3 yang

berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata

menjadi “maslahah mursalah” yang berarti prinsip kemaslahan (kebaikan)

% Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah, 97
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yang dipergunakan menetapka suatu hukum islam. Suatu perbuatan yang
mengandung nilai baik (bermanfaat).?®

Menurut istilah Ulama usul ada bermacam-macam ta’rif yang
diberikan diantaranya:

a) Imam Ar-Razi menta’rifkan sebagai berikut :

oo siiy ogied Baim (3 odlad (S p Ll baaad G 2l e 3 )le UL
A galy gy b yie g
“Maslahah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan
oleh Musyarri’(Allah) kepada hamba-Nya tentang pemelibaraan
agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya’.

b) Imam Al-Ghazali mena’rifkan sebagai berikut :

P S R
\

- ,-o‘_-'_u S .. ° '..._r/ LR e b4
s 233 194;-,‘,.1:-;&:}0&“‘39)\.,5#4’;1.41\1;
“NMadahabh peds dz<arva 12i33 rcraih manfast den menolak mederst”™
¢) Menuret Muhammad Hasbi As-Siddiqgi, maslahah ialah:
S e il i g S S 2 sl
“Memelibara tujub syara’ dengan jalan menolak segala Sesutu yang
merusakkan makhluk’.
Ketiga pengertian di atas mempunyai tujuan yang sama yaitu,
maslahah memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara’ yaitu, menolak

madarat dan meraih maslahah. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu

26 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Figih, (Mojokerto: Pustaka Amani, 2002),
23
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kemaslahan yang tidak disinggung oleh syara dan tidak terdapat oleh dalil-
dalil yang menyeluruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang
jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau

kamaslahatan,?’

2. Dasar hukum maslahah mursalah
Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil syara,
menyatakan bahwa dalil hukum. Maslahah mursalah ialah :

a) Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang
demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan
menanjukan bakwz banyak bal-hal atau peiscalan yang tidak terjadi pada
masa Rasulullah SAW, kemudiar tmbu pada masa sesudahnva, bahkzn
ada yaag tenjach sciclah Rasvlultzh SAW memngeal duma Seandamma
tidak ada dalil-dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian
berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat
menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang
tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam. Jika hal itu telah
ada, maka dapat direalisir kemaslahatan manusia pada setiap masa,

keadaan dan tempat.

%" Rahmat Syafe'i, Jmu Ushul Figib, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 39



b) Sebenarnya para sahabat, para tabi’in, tabi’t tabi’iin dan para ulama yang
datang sesudahnya telah melaksanakannya, schingga mereka dapat segera
menetapkan hukun sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada
masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Quran, khalifah
Umar telah menetapkan talaq yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga,
padahal pada masa Rasulullan SAW hanya jatuh satu, khalifah Usman
telah memerintahkan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf dan khalifah
Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan syiah dan radidhah yang
memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang

sesudahnya.?®

3. Svarat-sverst ma</shah mar<alsh
Ada syarat-syarst yarg ditctapkan olch Imam Malik dsc ai-Gazali
dalam kaitannya dengan penggunaan mas/ahah mursalah dalam upaya
penetapan hokum, adalah sebagai berikut:
a) Menurut pendapat Imam Malik, ada tiga syarat yang harus dipenuhi:
1) Maslahat tersebut bersifat rasion (ma’qul) dan relevan (munasib)

dengan kasus yang ditetapkan.

28 Chaerul Uman, Ushul Figh I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 138



2) Maslahat tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu
yang daruri dan menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan
masyaqqat dan madarat.

3) Maslahat tersebut harus sesuai dengan tujuan disyari’atkannya hukum
dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang qa,t‘i.”

b) Sedangkan menurut al-Gazali syarat-syarat tersebut meliputi:

1) Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat daruriyyat, artinya bahwa
untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus
diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur
pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.

2) Kemaslahatan itu bersifat qat‘l. artinya bahkwa yang dimaksud
maslzha terscht benar-beaar telah divakini sebaga’ maslahat | tidak
didassrkan padz dugasn ‘ zzan) semsia

¢) Kemasiahatan itu bersifat kulli, artinya bahwa kemaslahatan itu beriaku
secara umum. Kalaupun bersifat individual, maka syarat lain yang harus
dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan maqasid syari *ah ¥

4. Macam-macam mas/ahah mursalah
a) Maslahsh az-zaruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan

seperti ini ada 5, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara

:Z Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 141
Ibid, 142
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akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan
ini disebut dengan a/-masiahah al-khamsah.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang
tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk
kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara
sctiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun
muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.
Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan keselamatan jiwa dan kehidupan
manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu,
seperti syariat qisas, kesempaian mempergurakan hadis sumber dan
wituk dikcrsemsi manusia. perkawizan umtuk melanjmkan generasi
raannia dan berbagai tukum lamnva

Akal merupakan sasaran yang menentukan seseorang dalam
menjalani hidup dan kchidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan
pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain
Allah melarang meminum-minuman keras karena minuman itu dapat
merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam

rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk



b)

c)
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memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyariatkan
nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu,
harta merupakan sesuatu yang zaruri (pokok) dalam kehidupan manusia.
Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan
untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman
pencuri dan perampok.

Maslahah al-hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang
berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebut uhan
mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibaduh diberi keringanan
meringxas (gasw) shalst dan herbuka puasa bagi vaag mcafir delam
bidang muamalat diperbolcbkan melalukan j3ai-beli pesanaa (heyv o5
salam), kerja sama dalam pertanisn (muzarash) dan perkebunan
(musasggah). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung
kebutuhan mendasar a/-masalah al-khamssah di atas.

Maslahah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahan yang sifatnya pelengkap
berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
Misalnya, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi,

berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai



amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari
badan manusia,

Disamping menggunakan mas/ahah mursalah sebagai metode ijtihad,
kaidah-kaidah figh juga dapat digunakan untuk memudahkan dan
mengistibatkan (menyimpulkan) hukum dari suatu masalah, yaitu dengan
cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa di bawah suatu kaidah.
Kaidah yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

F S Y A F BN RN
“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum

(semus orang) ataupun hajat khusus (suatu golongan atau perorangan)’ >’

ol A Bl

" Kcmadarat an-kemadarstan ity membolchksn bal-bal v ang dilarang™
Dsr kaidab mi Japat diambil pengerticn. babrwa keringznsn ity tidek
terhata karena darura saja. 1 jugs terdaps' karcaa haie stan denean
kata lain bahwa keringanan itu diperbolchkan karena adanya hajat

sebagaimana dibolehkan karena adanya darurat.

;‘; Abdur Rahman as-Suyuti, A/-Asybab wa an-Nazair, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996), 117
Ibid,, 112
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DANA PENSIUN SYARIAH BJXKS ALHAMBRA

A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Latar Belakang Berdirinya Perusahaan

Seperti roda yang senantiasa berputar, itulah barangkali siklus
manusia pekerja. Saat mereka berada di bawah tanpa kenal lelah berusaha
dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk mencapai puncak kesuksesan.
Namun harus juga disadari, ketika berada di atas harus siap-siap untuk turun
kembali ke bawah. Artinya bahwa sampai batas usia terteniu, manusia
pekeria harus istirahst dan menikmati masa pensiunaya.

Timbe perscalar sax menghadapi nasa pensiue. kaenz sudsh pasts
penghasilan yang dperoich skan mohb mearer ks baag saxt masth skt
scbagai pekerja. Sementara bagi pekerja swasia dan wiraswasta, justru haros
menerima kenyataan bahwa penghasilan rutinnya akan terhenti. Ada hsrapan
bagi mereka yang berstatus pegawai negeri, karena masih memiliki program
TASPEN sebagai tunjangan pensiun untuk jaminan hari tua.

Oleh karena itulah Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang berbasis
‘Syariah didirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Alhambra pada tanggal 10
Maret 2008. Tujuan didirikan BJKS Alhambra yaitu untuk memberikan

solusi kepada para pekerja swasla maupun wiraswasla agar dapat

37
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menyiapkan masa pensiun mereka dengan lebih baik yaitu dengan mengikuti
program saving plann.>?

KSU Alhambra sebagai pendiri adalah perusahaan yang bergerak
dalam bidang jasa keuangan dengan pengelolaan berdasarkan syari’at Islam.
Sejak beroperasi tahun 2006, KSU Alhambra menunjukkan kinerja yang
senantiasa terus meningkat baik peningkatan aspek maupun peningkatan
jaringan. Sebagai lembaga keuangan syari’ah, KSU Alhambra memiliki
pengalaman yang luas apalagi dengan dukungan teknologi dan SDM yang
handal. Disamping itu, adanya Dewan Pengawas Syari’ah yang
beranggotakan ulama lebih memberikan kenyamanan dalam bertransaksi
dengan memberikan hasii pengeloiaan vang kompetitif, aman dan kepastisn
peagelolaan secara syvari"sh.

Dengan dukungan jsringan wnii-wnit lsix vamg BHdinkan XSU
Alhambra yang terscbar di beberapa wiiayvah di surabaya dan sckitamya,
BJKS Alhambra siap memberikan layanan di sctiap outlet baik umtuk
pendaftaran, setoran, maupun pembayaran manfaat pensiun di kemudian hari.

2. Lokasi Perusahan

Lokasi BJKS Alhambra berada di JI. Ketintang Baru Selatan V/15-A

Surabaya Kel. Ketintang - Kec. Gayungan Kotamadya Surabaya - Jawa

Timur.

33 Profile Company BJKS Alhambra, (Surabaya, tt), 2
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3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan rangka dan pola hubungan yang
sistematis merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk
suatu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan .

Dalam mencapai tujuan tersebut setiap manajemen perusahaan atau
dinas dituntut untuk membentuk suatu struktur organisasi yang dapat
menempatkan seluruh tugas dan kegiatan perusahaan secara efesien schingga
produktifitasnya dapat efektif. Struktur organisasi yang tegas mencerminkan
adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas pula.

Sama halnya dengan BJKS Alhambra juga memiliki struktur
organisasi, dari struktirur organisasi ini kita juga dapat mengetahui bahwa
setiap bagian atau seksi mempunyai tvegas da: wewenang Mas.ag-masmg
vang herus dipertanggrngiawabksn

Secara garis besar struktur organisasi ini bertujuan untuk membentuk
suatu sub-sub bagian atau seksi yang bckerja menurut apa yang telah
ditetapkan. Struktur yang terdapat pada setiap orgamisasi pada dasarnya
merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab dari
pegawai yang melaksanakan pekerjaannya. Setiap unsur-unsur harus
dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan
dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam satu

organisasi, dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara
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satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur organisasi BJKS Alhambra
adalah sebagai berikut :
a) Rapat Anggota Koperasi (Annual Share Holders Meeting),
b) Dewan Pengurus Syariah (Sharia Supervisory Board),
c) Presiden Direksi (President Director),
d) Manager,
¢) Kepala Operasional dan Umum,
f) Funding Officer,
g) Marketing,
h) Teller,
i) ‘Unit Pelayanan Nasabah { Castomer Servise),
Ji S<urity.
. Visi dan Mjsi Perusahasn
Adspun visi dari BJKS Alhambra adalah menjadi BJKS terkemuka
yang selalu mengutamakan transparansi, kebersamaan, kescjahteraan, dan
kepuasan peserta pensiun yang bertransaksi berdasarkan nilai-nilai syari’ah.
Sedangkan misi dari BJKS Alhambra adalah:
a) Melaksanakan pelayanan terbaik di bidang dana pensiun syari’ah

berlandaskan Imtaq.



b) Memberikan manfaat investasi yang kompetitif sebagai manivestasi dari

profesionalisme BJKS Alhambra,*

B. DANA PENSIUN SYARIAH BJKS ALHAMBRA
1. Dana Pensiun Secara Umum
1) Pengertian Dana Pensiun
Menurut UU No. 11 tahun 1992 Dana Pensiun ialah badan hukum
yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat
pensiun.’ Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) -
Dana Pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk
memberikon - manfaat kepsda peserta’ ketika mencapai usia peasiun,
mmgaimnicacat.ataumingg&'dmia.?mgmndmpcmimm
dana vang dtbentuk vatuk pembavarse ksnsoan se1ciah uesk bekcna
lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensium
karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah peaghasilan

tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi.

 Ibid, 3
% UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
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2) Tujuan dan Funsi Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan

pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Pemberi Kerja (perusahaan)

L.

SN

Kewajiban Moral, dimana perusahaan mempunyai kewajiban
moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap
masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada
saat mereka mencapai usia pensiun.

Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap
perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dslam
meiaksanakan tugas schari-hari.

Kompetisi paser tenaga kerja, dmane porvcanaan s memilils
daya saing dalam usaka mendapatkan karyswan yang berkualitas
dan profesional di pasaran tenaga kerja.

Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah
mengabdi terhadap perusahaan.

Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati
hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan

pemerintah.
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. Karyawan / peserta dana pensiun

1.

Rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang karena
tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia
pensiun.

Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai
tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat

mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja

. Penyelenggara Dana Pensiun

1.

Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.

Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

Sebagi bakti sosial terhadap karyawan atau para peserta dsna
peasiur.

Agdspun fungsi program dana peasivn antar i

Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atav cacat scbclum

mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanzgungan atas

beban bersama dari dana pensiun.

. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuaran pemberi kerja

merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.

. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi

kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk



manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun,
selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.>®
3) Jenis-jenis Dana Pensiun
Dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992

tentang dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua:

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah unit organisasi dalam
suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi
karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang
memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program
pensiun. Pendirian dan penvelenggaraan program peansiun meialui
danz pensiua oleh pemberi kerja sifstoya tidak wapb. Akss totapl
pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangal menganjurkan
kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BJKS).
Menurut UU No. 11 tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa
Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk
oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan

Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan, maupun

% Kadarisman dan Sari Wahyuni, Manajemen Dana Pensiun Indonesia, 4-5
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pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi
karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak
yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank
umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan Program
Pensiun Iuran Pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para
pekerja mandiri atau perorang, misalnya dokter, pengacara,
pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang
lain. Biasanya mereka memiliki penghasilan yang berasal dari
pemberi kerja tetapi dari usahanya.®’

Jenis Program Dana Pensiun yang umumnya digunakan di
perusshaar swastz daan perusahazn milik regara maupun Sag kxvswan
pemerintsh terdini atas doa jemis. yaitu sebegai berikat
a. Program Pensiun Manfaet Pasti (Defined Bencfit Plan)

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang
memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima
peserta saat mencapai usia pensiun. Program manfaat pasti
merupakan program pensiun yang besar manfaatnya yang akan
diterima oleh peserta pada saat pensiun telah dapat ditetapkan

terlebih dahulu. Penetapan ini didasarkan pada formula tertentu yang

37 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Kevangan Syari’ah, 295-296
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ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Dalam program ini, jangka
waktu pada saat seorang karyawan mulai bekerja sampai dimulainya
program pensiun menjadi masa kerja yang diakui. Pengakuan masa
kerja yang lalu dari karyawan oleh pemberi kerja ini dihitung
berdasarkan rumus aktuaria tertentu dan menjadi kewajiban dari
pemberi ketja (past service liability). Dari sisi karyawan atau peserta,
program pensiun manfaat pasti akan lebih menarik sebab manfaat
pensuin yang diterimanya akan mendekati jumlah penerimaan (gaji)
terakhir yang ia peroleh. Manfaat yang diperoleh pada saat pensiun
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sudut pandang
pemberi kerja yang terjadi adaiah sealiknya

. Program Pensiwn luran Pasti ( Defiped Coniribation Pisn)

Prosram Pensiun iwras Pasti yvaitu program pensien vang menctapkan
besarmya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara
itu, manfaat yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan
akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau
investasinya. Program dan pensiun pada dasarnya dilakukan dengan
cara peseta pensiun menyetor sejumlah uang kedalam dana pensiun
dan iuran beserta hasil pengembangannya (akumulasi dana), yang
dibukukan dalam rekening peserta yang bersangkutan, dan akan

digunakan sebagai manfaat pensiun apabila peserta tersebut telah



mencapai usia tertentu. Besarnya iuran peserta dapat ditetapkan
terlebih dahulu, tetapi hasilnya atau manfaat pensiun yang akan
diperolehnya belum dapat diketaui sebab hal tersebut akan sangat
bergantung kepada lamanya sesecorang menyetor dari hasil
pengembangan iuran tersebut. Disamping itu manfaat pensiun yang
diterimanya juga bergantung pada tingkat kenaikan gaji karyawan.®

Sistem pembayaran hak pensiun Untuk dapat memahami peran dana

pensiun perlu dilihat pada konsideran UU No. 11/1992 sebagai

berikut :

a) Bahwa scjalan dengan hakikat pembangunan nasional diperlukan
penghimpuazn dan © pengelolaan © daca’gane” memilahara
keseimbengan pecghasilsn pada hari :m  dalam rangka
mewwuckan keadilsn sosial bagi seluruh rakval Indooesia

b) Bahwa dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dana guna
meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan
pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

¢) Bahwa adanya dana pensiun dapat meningkatkan motivasi dan
ketenangan kerja untuk meningkatkan produktifitas.

d) Berperan secara aktif dalam pembiayaan pembangunan sebagai

salah satu lembaga keuangan penghimpun dana sekaligus

38 Kadarisman dan Sari Wahyuni, Manajemen Dana Pensiun, 18



48

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan

lapangan kerja dan memperbesar produksi nasional. >

2. Dana Pensiun Syari’ah
Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif
tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal
ini terjadi di antaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi.

Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

a. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan,
asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road
map sirafegi pengembangan masing-masing indusiri. dana pensiun
svariah belum disenivk sedikitpun dalam kebijakan dan srmegi
pengembangan industri dana pensiun tehun 2007-2011.

b. Dalam konteks regulasi. Jike perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana
syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-
MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturaan dan fatwa
yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana
pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum

dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

3% www.perbendaharaan.go.id, 25 April 2011
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¢. Ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang Dana
Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (BJKS) syariah
mengeluhkan tentang produk investasi terikat  (mudarabah
mugqayyadalvrestricted investemnef) yang berpotensi besar, tidak dapat
dimasuki oleh BJKS Syariah. Produk mudarabah muqayyadah merupakan
produk bank syar’iah berupa investasi di bidang properti atau
infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar.*’

BJKS Alhambra sebagai penyelenggara Program Dana Pensiun Iuran

Pasti memiliki manfaat pensiun yang dapat dinikmati baik oleh pesecrta

maupun ahli waris antara lain :

a. Pensiun Hari Tua (PHT), dibayarkan pada usia Pensiun Normal (antara
vsia 45 sampai dengan 65 tzhun)

b. Pensiun Dipercepat. dibavarkan sast usia peserta mencapei sckurang-
kurangnya 10 tahun dari usia Pensiun Normal

c. Pensiun Ditunda, apabila peserta berhenti membayar iuran selama
sebelum mencapai usia pensiun, dan pembayaran dapat dilakukan
secepatnya mulai 10 tahun sebelum usia Pensiun Normal

d. Pensiun Cacat, dibayarkan apabila peserta menderita cacat sehingga tidak
mampu bekerja lagi.

Sedangkan untuk produk yang dijual ada dua jenis produk, yaitu:

4 1zzudin A. Manaf, dll, “Menggagas Tata Kelola Yang Baik Bagi Dana Pensiun Syariah”, Selasa, 24
Juni 2008, dalam bttp://www.shariaeconomy.blogspot.com
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c. Pensiun Amanah
Produk Pensiun Amanah adalah produk BJKS Alhambra dengan program
iuran pasti, dimana dengan produk ini peserta akan mendapat manfaat
pensiun sebesar total iuran ditambah dengan hasil pengembangan.
Adapun besarnya hasil pengembangan sesuai dengan jenis investasi yang
dipilih.
d. Pensiun Wasiat
Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum usia pensiun
(selama masa kepqsertaan maka ahli waris peserta akan mendapat
manfaat pensiun sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati di
awai). Apavila Peserta mencapai usia pensiun. maka manfaat peasiun
vang skan dterima adalahl sebesar 1aial iwan ditmnbak dengzn hasi!
pengembangan ©
BJKS Alhsmbra melakukan investasi dana peserta melalui instrumen
investasi sesuai syari’ah. Selain kenyamanan berinvestasi karena dana
dikeola secara syari’ah, peserta juga akan mendapatkan tambahan berupa
bagi hasil dari investasi yang dilakukan oleh BJKS Alhambra berdasarkan
pilihan investasi peserta. Untuk investasinya, nasabah/ peserta dana pensiun
diberikan pilihan berupa deposito, saham, dan surat-surat berharga lainnya.

Besarnya iuran premi adalah 13% dari penghasilan. Besarnya iuran yang

! Profile Company BJKS Alhambra., 3
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dipilih dapat berubah-ubah sepanjang memenuhi persyaratan. Sedangkan

untuk pembayaran premi dilaukan perbulan.

. Risiko Dana Pensiun

Pengelolaan dana oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Alhambra
selalu dan setiap saat dihadapkan pada beberapa kepentingan yang harus
dipenuhi dengan baik, yaitu menerima dana dari Peserta dan Pemberi Kerja
dalam jumlah dan perhitungan yang benar serta tepat waktu, membayarkan
Manfaat Pensiun dan kewajiban lainnya dengan baik dan sesuai dengan
perhilungan yang ditetapkan dan memperoleh hasil pengembangan yang
sctinggi-tingginya atas himpunan dana yang dikelola.

Tiga kepentingss torsebist teata saja tidak terdepa dari comimgicnea
terjadinva rsiko. seperti halnva rsiko investssi vaitn pcters terjadima
kerugian yang diderita oleh lembags dana pensiun akibat dari dana yang
diinvestasikan baik itu dalam bentuk deposito, surat berharga ataupun
reksandana. Sedangkan lembaga dana pensiun harus senantiasa menjaga
likuiditas dana yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tiga kegiatan dan kepentingan tersebut diatas harus dilakukan oleh
lembaga dana pensiun sebagai sebuah lembaga, yang semua kegiatannya
tidak dapat dilepaskan dari keberadaannya ditengah lingkungan masyarakgt

dan pasar yang luas. Lingkungan eksternal yang selalu mengalami perubahan



W
N2

dan perkembangan, sangat berpengaruh pada kemungkinan timbulnya risiko
bagi lembaga dana pensiun. Lebih lanjut, secara internal, tatakelola dan
pelaksanaan dari ketiga kepentingan dan kegiatan tersebut juga tidak terlepas
dari kemungkinan timbulnya risiko.
Risiko, yaitu kemungkinan timbulnya akibat buruk atau kerugian
yang akan diderita atau diperoleh karena melakukan tindakan atau perbuatan
tertentu. Atau risiko merupakan kemungkinan terjadinya kegagalan atau
kerugian yang akan diderita atau dialami dalam melaksanakan suatu usaha
atau aktivitas.*?
Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap lembaga keuangan dan
bedan’ useha lainays tidak pernab bebas duri dan’ harus selaiu berhadspan
dana pensiun dibegi menjadi 4 macam. vaitg
a. Risiko aktuaria, adalah risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan
perhitungan Kewajiban Dana Pensiun, dalam bentuk Valuasi Aktuaria
oleh Aktuaris.

b. Risiko pendanaan, yaitu semua risiko yang dapat mengancam dan apabila
terealisir akan berupa kerugian (penurunan) atas kemampuan finansial

Dana Pensiun.

“2 “Pedoman Pengelolaan Risiko Dana Pensiun Perhutani 2007”, dalam http:/www.perhutani.com,
23 Februari 2011
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c. Risiko investasi, yaitu risiko yang dihadapi dan mungkin timbul pada
kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Dan Pensiun, yaitu berupa risiko
cksternal dan risiko internal Investasi.

d. Risiko tata kelola, yaiu risiko yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan
operasional tata kelola kegiatan pengelolaan Dana Pensiun secara

keseluruhan.®

Manajemen Risiko Dana Pensiun BJKS Alhambra

Risiko-risiko tersebut pastinya terdapat di setiap pengelolaan dana
pensiun, termasuk juga di BJKS Alhambra. Oleh karena itu diperlukan
manajemen risiko di ‘BJKS 'Alhambra. Adapun manajemen risiko yang
dilakukan adalah:

a Proses macajemen nisiko dimutei dergzn aktrvias identifikes nisiko. vastu
mengenal dan memahami selurvh rtisiko yang sudah ada maupun yang
mungkin timbul dari suatu aktivitas.

b. Setelah identifikasi risiko, selanjutnya Dana Pensiun melakukan
pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

c. Pengukuran risiko dimaksudkan ini dimaksudkan untuk mengukur dan

menilai dua hal yang terkandung dalam risiko :

3 Ibid.
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1. Tingkat besar kecilnya kemungkinan terealisirnya risiko tersebut
menjadi kerugian yang harus diderita,dan

2. Tingkat besar kecilnya jumlah dan nilai kerugian, apabila
ternyatanrisiko tersebut terealisir menjadi kerugian.

d. Pemantauan risiko dilakukan dengan evaluasi terhadap eksposur risiko,
terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada
pendanaan Dana Pensiun.

e. Hasil evaluasi terhadap eksposur risiko dilaporkan secara tepat waktu,
akurat dan informatif yang selanjutnya digunakan oleh pihak
pengambilan keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan yaitu
berupa pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal.

linduag niiai, dan teknik mitigai tisiko laimava **

S. Perhitungan Bagi Hasil Dana Pensiun Di BJKS Alhambra
Dalam perhitungan bagi hasil dana pensiun di BJKS Alhambra
didasarkan pada sistem revenue sharing, yaitu perhitungan bagi hasil
didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi
dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan

dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan

“ Tri Winarni, Wawancara, Surabaya, 20 Mei 2011
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dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.*’ Sehingga dana
pensiun yang telah diinvestasikan dalam bentuk deposito akan mendapatkan
bagi hasil meskipun kondisi perusahaan masih dalam keadaan rugi. Karena
pada dasarnya dalam sistem revenue sharing yang dibagikan ke nasabah
adalah total pendapatan kotor yang diperoleh lembaga dana pensiun pada
sctiap bulannya.

Pendapatkan bagi hasil dari dana yang telah diinvestasikan dalam
bentuk deposito di sebuah lembaga keuangan syari’ah cukup besar mencapai
14,4% per tahun. Dan itu sudah menjadi perjanijian lembaga dana pensiun
dan lembaga keuangang syari’ah tersebut. Jadi pembagian hasil dari deposito
terscbui tentunya cukup besar dan akan dibagi pada para peserta dana
peosim itu dengan bagi hasil vane besar puia
Contok:

Lembaga Dana Pensiun memiliki deposiio sebesar Rp. 100 juta pada
sebuah lembaga kcuangan syari’ah. Perjanjian yang mereka sepakati adalah
bagi hasil sebesar 14,4% pertahun dari nominal uang yang didepositokan. dan
itu sifatnya pasti dan tetap pada setiap bulannya. jadi jika nominal deposito
sebesar Rp. 100 juta, maka bagi hasilnya adalah sebesar Rp. 1.200.000,-

setiap bulannya. Meskipun kondisi lembaga keuangan syari’ah tersebut

4 Sofyan  Rizal, “Kontrak Mudarabah Permasalahan dan  Alternatif  Solusi”,
http://www.shariaeconomy.blogspot.com, 23 Februari 2011



masih dalam keadaan rugi, hal ini dikarenakan kondisi perusahaan tersebut
masih baru.

Kerugian yang mungkin diderita cukup minim sekali dengan model
perjanjian kerjasama tersebut. Disamping itu belum ada peserta dana pensiun
yang mencapai masa pensiunnya, sehingga pihak lembaga dana pensiun
belum membayarkan uang pensiun dalam jumlah besar. dan itu akan sangat
menguntungkan pihak lembaga dana pensiun karena uang premi atau tabarru’
yang terkumpulkan akan dapat diinvestasikan untuk pembiayaan-pembiayaan
masyarakat.

Berikut contoh bagi hasil ke peserta dana pensiun:

Bapak A memiliki menyimpan uang untuk masa pensiunnya setiap
bulsn dengan taburry” sebesar Rp. 100.C00. Saldo simpacan uans nensiun
dalam satu tzhurnya terkumpul menjadi Rp. 1200.000.-. nisbeh bagi ha<d
yang disepakali antara peserta pensiun dan lembaga dana peasiun adalah
40%:60%. jika keuniungan lembaga dana pensiun setiap bulannyaencapai Rp.
14.400.000 dan rata-rata total simpanan setiap tahunnya terkumpul Rp. 100
juta, maka perhitungan keuntungan untuk tuan A adalah sebagai berikut:

Keuntungan yang diperoleh bapak A pada tahun pertama dengan
saldo dalam 1 tahun Rp. 1.200.000,- adalah:

(Rp. 1.200.000/Rp. 100.000.000) x Rp. 14.400.000 x 40%= Rp 69.120*

4 Dewi Susanti, Wawancara , Surabaya, 21 Mei 2011
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ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO DANA

PENSIUN SYARIAH DI BIKS ALHAMBRA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Risiko Dana Pensiun Syariah Di

BJKS Alhambra Surabaya dilihat dari keuntungannya

Dana Pensiun ialah hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun kepada peserta ketika mencapai usia
pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

Dalam transaksi dana pensiun di BJKS Alhambra akad yang
digunakzn adalah aksd mudarabah, yang diiakukan antara poserta dana
pensiun sebagai pemilik inodal (sahibuf mal) dengan BIKS Alhmnbea sebees
peagelowr (madan?). Dalam hal im peserta dsar pessize mesvetorkan
scjumlah uang (premi) yang dilakukan setiap bulan kepada lembaga dana
pensiun scbagai pengelola (mudarib) untuk kemudian diinvestasikan sesuai
dengan pilihan masing-masing peserta. Dan peserta nantinya akan
mendapatkan bagi hasil dari pengembangan dana tersebut.

Penggunaan akad mudarabah dalam transaksi dana pensiun di BJKS
Alhambra ini dikarenakan bahwa BJKS Alhambra merupakan lembaga
intermediasi keuangan yang mempunyai keahlian di bidang jasa keuangan

yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan nasabah (peserta dana

57
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pensiun) adalah pihak yang memiliki dana untuk disimpan sebagai
pendapatannya di usia tua.

Agar para peserta dana pensiun mendapatkan manfaat dari hasil
simpananya, pihak lembaga dana pensiun menyalurkan dana tersebut untuk
digunakan dalam mendanai usaha-usaha yang tidak melanggar prinsip
syari’ah. Dan hasil yang diperoleh dari investasi di bisnis riil akan dibagikan
kepada peserta dana pensiun. Oleh karena itu kerjasama anatara peserta dana
pensiun dan lembaga dana pensiun Alhambra lebih tepatnya menggunakan
akad mudarabah.®’

Keabsahan transaksi dana pensiun ini ditentukan dari terpenuhinya
rukun daw syarat dalam akad imudaradah secara kunmulatif. Adapun rakun dan
svarst vang harus dipenuhi dalam akad madsrabah adsiah-

a) ‘Asdaau peleku (pemilik made! dan pengelola)
Pelaku akad mudarabah dalam dana pensiun syari’ah adalah nzsabah
(peserta dana pensiun) sebagai safibu/ mal (pemilik modal), dan BIKS
Alhambra sebagai mudarib (pengelola).

b) Sigat (Tjab-qabul)
Pada transaksi dana pensiun, BJKS Alhambra dan peserta dana pensiun
membuat kesepakatan yang dituangkan dalam akad mudarabah, dengan

maksud nasabah / peserta dana pensiun melakukan saving (simpanan)

" Tri Winarni, Wawancars, Surabaya, 20 Mei 2011



dana dalam jumlah tertentu kepada BJKS Alhambra untuk jangka waktu
tertentu yaitu sampai masa pensiun nasabah. Dalam akad mudarabah
tersebut dibuatlah peraturan-peraturan yang mengikat kedua belah pihak
dalam melakukan kewajiban masing-masing demi terpenuhinya hak
kedua belah pihak.

Ra’sul mal (modal)

Modal dalam hal ini adalah uang nasabah / peserta dana pensiun yang
berbentuk saving pada rekening di BJKS Alhambra, berupa setoran yang
dapat dilakukan dalam waktu setiap bulanan, tiga bulanan, atau dalam
bentuk setoran sekaligus dalam jumlah besar. Untuk nominal setorannya
dapat dipiiih naszbah sesusi dengan keinginan mereka masing-masing.
mudarabsh. Dalam hai ini adalah scbuah amanah dari para peserta dana
pensiun untuk mengelola dana terscbut secara baik. BJKS Alhambra
harus memberikan keahlian, ketrampilan, selling skill, managemen skill,
dan lain-lain dengan optimal, agar tujuan yang terdapat dalam kontrak

dapat terlaksana dengan maksimal.
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e) Nisbah keuntungan
Nisbah bagi hasil merupakan rukun yang khas dalam akad mudarabah,
yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan
yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. *® BIJKS Alhambra
mendapatkan imbalan atas kerjanya yaitu berupa bagi hasil dari usaha
yang dijalankan, sedangkan peserta dana pensiun mendapat imbalan atas
penyertaan modalnya yang berupa manfaat pensiun. Besar untuk
penentuan nisbah bagi hasil bukan dalam bentuk nominal rupiah secara
jelas dan pasti pada setiap bulannya, melainkan dalam bentuk prosentase
dan hasil yang dibagi setiap bulannya tidak sama jumlahnya tergantung
dari pendapatan yang diperoich. Artinya bila laba bisnisnya besar, kedua
belab pihak mendapat bagian yang be<ar pul= Bilz laba bismsnya kecil,
mercka meadapat begian vang kecil juea
Contoh: Bapak A memiliki menyimpan uang untuk masa pensiunnya
setiap bulan dengan tabarru’ sebesar Rp. 100.000. Saldo
simpanan uang pensiun dalam satu tahunnya terkumpul menjadi
Rp. 1.200.000,-. nisbah bagi hasil yang disepakati antara peserta
pensiun dan lembaga dana pensiun adalah 40%:60%. jika
keuntungan lembaga dana pensiun setiap bulannyaencapai Rp.

14.400.000 dan rata-rata total simpanan setiap tahunnya

8 Adi Warman Karim, Bank Islam Anaslisis Figh ...., 205-206
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terkumpul Rp. 100 juta, maka perhitungan keuntungan untuk

tuan A adalah sebagai berikut:

Keuntungan yang diperoleh bapak A pada tahun pertama dengan

saldo dalam 1 tahun Rp. 1.200.000,- adalah:

= (Rp. 1.200.000/Rp. 100.000.000) x Rp. 14.400.000 x 40%

=Rp 69.120"
Bentuk bagi hasil tersebut diperbolehkan selama dari kedua belah pihak
telah sepakat dan dari masing-masing rela dalam pembagian nisbah
seperti tersebut di atas. karena prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam
dalam bertransaksi adalah suka sama suka (‘an faradin).>® Sebagaimana

tirtaan Ajlah SWT dalam surat aa-Nisa ayat 29:

_ < - - - O,’- ’) :

B 52 25 of 5 T

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. ™

* Dewi Susanti, Wawaacara, Surabaya, 21 Mei 2011
5 Wahbah az-Zuhayliy, a/-Figh..., 95
5! Depag. R, Al-Qur’an, 122



B. Analisis Hukum Islam terhadap Manajemen Risiko Dana Pensiun Syari’ah Di
BJKS Alhambra Surabaya dilihat dari kerugiannya

Risiko selalu dikaitkan dengan potensi-potensi . keuntungan atau
sebaliknya potensi kerugian. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula
tingkat keuntungan yang mungkin diraih, atau sebaliknya semakin besar
kerugian yang mungkin diderita.

Dalam pelaksanaan program pensiun juga dikenal risiko. Semakin
tinggi risiko semakin tinggi pula potensi manfaat yang ada, atau sebaliknya
semakin rendah risiko, semakin rendah pula potensi manfaatnya. Menurut
Mulabasa, risiko setiap dana pensiun itu pasti berbeda-beda, namun
berdaserkan sisiem speris & sanberis terdapat sembiian kategori risiko yang
barus diidentifikasi. Kesembilannva adalsh risiko desain, risiko strategi,
risiko kepengurusar. tata kelola operssional. iwran. pengelolaan kekayaan.
kinerja, legal, serta pendanaan % |

Risiko-risiko tersebut nantinya akan berdampak pada kerugian
terhadap lembaga dana pensiun. Tentunya kerugian ini tidak diinginkan oleh
sahibul mal dan mudarib.

Untuk nisbah bagi hasil, ulama telah menjelaskan sebagaimana yang
telah dijelaskan di atas. Sedangkan untuk bagi rugi, para ulama tidak

menyebutkannya dalam rukun akad mudarabah. Akan tetapi pada prinsipnya

52 PT. Asuransi Jiwa Sraya, “Aturan Pengelola Dana Pensiun Berbasis Risiko Segera Berlaku”, Rabu,
28 Mei 2008. http://www. jiwasraya.com



63

akad mudarabah adalah perjanjian kerjasama bagi hasil dan bagi rugi. Dalam
hal kerugian yang terjadi pada pengelolaan dana pensiun, menurut prinsip
mudarabah peserta dana pensiun dalam hal ini adalah safibu/ mal
menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan akibat
kelalaian dari mudarib (BJKS Alhambra). Sedangkan mudarib menanggung
kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk
menjalankan usaha. Tapi jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian
mudarib, maka mudarib harus bertanggungjawab atas kerugian terscbut.*
yang menjadi persoalan bolehkah pihak pengelola menanggung kerugian atas
kerelaan darinya, tanpa paksaan?

Dalam pengelolaan dana pensiun di BJKS Alhambra. jika terjadi
risiko k=rugian vang diakibatkan oleh berbazai macam risiko vanz tersehut di
atas. baik itu karena kelaleian dari pengelola ataspun tidak kerueian tersebw
menjadi langgung jawab sepenuhnya oleh pengelola (BIKS Alhambra).
Karena prinsip dari BJKS Alhambra adalah menolong sesama untuk
mewujudkan kesejahteraan bersama.>*

Keuntungan yang pernah diperoleh pada masa-masa sebelumnya pada
dasarnya menjadi cadangan modal, yang suatu saat dapat dibagi apabila

terjadi kerugian di kemudian hari.

53 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalsh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224
** Tri Winarni, Wawancara, Surabaya, 20 Mei 2011



Tentunya tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam
pengelolaan dana pensiun tersebut yang sepenuhnya ditanggung oleh BJKS
Alhambra tidak sesuai dengan konsep akad mudarabah dalam Islam. Akan
tetapi menurut hemat penulis, hal ini diperbolehkan mengingat tujuan
mudarib yakni menolong dan mewujudkan kesejahteraan para peserta dana
pensiun tersebut tidak melanggar syari’at Islam. BJKS Alhambra mengelola
sekaligus menjaga harta para peserta dana pensiun, dalam hal ini adalah
premi yang disetorkan tiap bulan kepada BJKS Alhambra untuk tabungan
dan pendapatan masa pensiun mercka. Dengan tabungan dan pendapatan di
usia pensiun, maka mereka dapat menjaga kemaslahatan keselamatan
jiwanya agar tetap hidup untuk selalu dapat beribadah kepada Ailah SWT.
Hal ini termasuk tingkst mas/ahab az-zarurivyst, vaitu kemasiahatan vang
berhubungan dengan k=bwe uthan pokok umat manusia di dunia dan & akhirs.

Bahkan BJKS Alhambra dengan rela menanggung kerugian tersebut
untuk kemaslahatan para peserta, tetapi juga tidak menimbulkan
kemadaratan untuk perusahaan sendiri. Hal ini didasarkan pada sebuah
kaidah:

’s . eTe o2-% . re 26 T e ’ ./,l P
Lo ol SIS W e ) all A e J S Aol

“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum
~ (semua orang) ataupun hajat khusus (suatu golongan atau perorangan i
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55 Abdur Rahman as-Suyuti, A/-Asybah wa an-Nazair, (Beirut: Dar al-Fiksi, 1996), 117



” Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.>

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, bahwa keringanan itu tidak
terbatas karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan
kata lain bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat
sebagaimana dibolehkan karena adanya darurat.

Kemaslahatan para peserta tersebut bersifat daruri atau pokok. Yaitu
kemaslahatan yang didasarkan pada magasidus syari’ah yang lima. Yaitu
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara
keturunan, dan memelihara harta.

BJKS Alhambra berusaha menjaga amanah para peserta dana pensiun
yang iciah menyimpan vangnya untuk bekal masa tua mereka. Oleh karena
itu kerugian vang ada pada pengelolaan dara pensitn menjadi targeung

jawad sepcavhnya mudarnd (BIKS Alhambra).

56 1bid, 112



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen risiko dana pensiun yang dilakukan BJKS Alhambra adalah:
Pertama, dengan mengidentifikasi risiko, yaitu mengenal dan memahami
seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu
aktivitas. Kedus, melakukan pengukuran yang dimaksudkan untuk mengukur
dan menilai dua hal yang terkandung dalam risiko tingkat besar kecilnya
kemungkinan dan jumlah terealisimya risiko tersebut menjadi kerugian.
Ketiga, pemantauan risiko dilakukan’ dengan evaluasi terhadap eksposur
risiko, tcrweams vang bersifet material dan‘atau yang berdampek pada
cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

2. Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan dana pensiun tersebut yang
sepenuhnya ditanggung oleh BJKS Alhambra diperbolehkan dalam Islam,
mengingat tujuan mudarib adalah menolong sesama untuk mewujudkan
kesejahteraan ummat. Bahkan BJKS Alhambra dengan rela menanggung
kerugian tersebut untuk kemaslahatan para peserta, tetapi juga tidak
menimbulkan kemadaratan untuk perusahaan sendiri. Kemaslahatan para

peserta tersebut bersifat daruri atau pokok, yaitu kemaslahatan yang
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didasarkan pada magasidus syariah, yaitu memelihara harta. Artinya bahwa
BJKS Alhambra berusaha menjaga amanah para peserta dana pensiun yang

telah menyimpan uangnya untuk bekal masa tua mereka.

. Saran
Ada beberapa persoalan pokok yang seharusnya diperhatikan dan

diteliti kembali oleh semua pihak yang terlibat dalam penegelolaan dana

pensiun di BJKS Alhambra, diantaranya:

1. Harus jujur dan adil dalam bertransaksi

2. Karena dana pensiun sangat rentan dengan berbagai macam risiko, baik
ity yang Sersifat internal maupun eksternal, diharapkan kepada BIKS
Athamhra mntuk mengimplementasikan mensjemmen risiko secara efektif
dan menctapkay kevijakan terhadap seluruh akiivitas pengambilan risiko
sccara jelas, khususnya mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab untuk seluruh lapisan organisasi yang terkait dengan manajemen

risiko.
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